waf Celebes Journal of Community Services

and Social Sciences
E-ISSN : 2962-4088

This work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Melalui Literasi Fintech
Syariah Menuju Bisnis Halal Berkelanjutan

Nurhidayah @, Mohamad Bastomi ?, Indra Kurniawan ®

1234 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang, Kota Malang, Indonesia

*Corresponding author.

Received: 2026, 09,10 Accepted: 2026, 09,22
Available online: 2026, 10, 12

E-mail addresses: aya@unisma.ac.id

Kata Kunci :

Literasi Fintech
Syariah; Bisnis Halal
Berkelanjutan;

Usaha Mikro; SDGs.

Copyright © 2026 Celebes
Journal of Community
Services. All rights
reserved.

Abstrak

Tujuan: Pada program ini pelatihan literasi fintech syariah digunakan
untuk memperbaiki pengambilan keputusan keuangan, agar mitra tidak
hanya mengenal fintech, tetapi mampu mengambil keputusan keuangan
yang aman, rasional, dan sesuai prinsip syariah. Sedangkan pendampingan
bisnis halal digunakan untuk menata dokumen, proses, label, dan narasi
produk.

Metode Pelaksanaan: Metode pelaksanaan pada program ini
menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipatif berbasis siklus
baseline, intervensi, penerapan IPTEKS, pendampingan, evaluasi, dan
keberlanjutan. Kegiatan dilaksanakan selama empat bulan dengan sasaran
5 pelaku usaha mikro. Program ini diterapkan melalui empat tahap, yaitu
sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, serta pendampingan dan
evaluasi.

Hasil dan Pembahasan: Hasil Evaluasi pasca penerapan program secara
keseluruhan menunjukan adanya peningkatan pemahaman mitra terkait
fintech Syariah dan bisnis halal, dengan nilai rata-rata dari seluruh indikator
sebesar 47,93% yaitu dari 42,36 % menjadi 90,29%. Kondisi ini menunjukan
bahwa pendekatan pembelajaran yang menghubungkan fintech Syariah
dengan kebutuhan usaha membantu peserta memahami manfaat dan
karakteristik layanan secara lebih konkret.

Implikasi: Integrasi dari kedua aspek menjadi relevan karena penguatan
usaha mikro tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi keuangan,
tetapi juga membutuhkan kesaiapan legalitas dan pengelolaan bisnis halal.
Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan program, pascakegiatan
diharapkan mitra dapat menerapkan pengehatuan yang telah didapatkan
selama pelatihan, terutama pengajuan sertifikasi, dan penerapan prinsip
kehati-hatian dalam memilih layanan fintech.

Pendahuluan

Kota Malang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan ekonomi

kreatif dengan penduduk 2025 sebesar 891.859 jiwa, pertumbuhan ekonomi 5,92 persen, dan IPM 85,55

(Pemerintah Kota Malang, 2026). Besarnya basis UMKM yang tercatat di kota Malang, yakni sekitar

48.000 UMKM pada 2024 (Pradana, 2025), menunjukkan terdapatnya peluang pemberdayaan yang
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kuat, terutama bagi usaha mikro yang membutuhkan peningkatan literasi keuangan syariah, tata
kelola usaha, legalitas, dan daya saing produk. Terkait masalah literasi investasi financial technology
Syariah, OJK dan BPS melaporkan bahwa indeks literasi keuangan syariah dalam SNLIK 2025
mencapai 43,42 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 13,41 persen
(Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Angka ini menunjukkan terdapat jarak antara
pengetahuan dan penggunaan layanan keuangan syariah. Pada level usaha mikro, jarak tersebut dapat
muncul dalam bentuk kesulitan membedakan investasi, pembiayaan, pinjaman digital, fintech legal,
fintech ilegal, akad syariah, dan risiko imbal hasil tidak wajar.

Kebutuhan pendampingan halal juga mendesak. Pemerintah Kota Malang mencatat 2.823 usaha
telah memiliki Nomor Induk Berusaha, tetapi baru 108 usaha pada tahun berjalan yang memiliki
sertifikat halal berdasarkan pantauan Disporapar (Pemerintah Kota Malang, 2024). Kesenjangan ini
perlu ditangani melalui pendampingan praktis karena produk makanan, minuman, hasil sembelihan,
dan jasa penyembelihan usaha mikro dan kecil masuk dalam penahapan kewajiban sertifikasi halal
sampai 17 Oktober 2026 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). BPJPH juga menegaskan
bahwa sertifikasi halal dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan
memperkuat daya saing pelaku UMK (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025).

Menindaklanjuti kedua masalah tersebut, sebuah rancangan program disusun dari kebutuhan riil
mitra, data regulasi, dan bukti empiris yang relevan. Literatur fintech syariah menunjukkan bahwa
pengembangan fintech Islam perlu ditempatkan pada aspek literasi, kepatuhan syariah, perlindungan
konsumen, dan inklusi keuangan (Alshater et al., 2022; Maniam, 2024; Bastomi et al., 2025). Bukti
empiris di Indonesia menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam, inklusi keuangan Islam, dan
komunikasi pemasaran berkaitan dengan kinerja UMKM serta akses layanan keuangan yang lebih
produktif (Masrizal et al., 2025; Mujiatun et al., 2023). Temuan tentang P2P financing syariah juga
menegaskan pentingnya literasi keuangan digital dalam menjaga niat keberlanjutan penggunaan
layanan fintech syariah (Marhadi et al., 2024).

Rancangan program ini sejalan dengan SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas, SDGs 8 tentang
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 9 tentang inovasi dan infrastruktur, serta SDGs 12
tentang konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Adapun Objek program ini adalah pelaku usaha
mikro di Kota Malang yang bergerak pada produk makanan, minuman, atau produk olahan skala
rumah tangga. Program menargetkan empat perubahan terukur: peningkatan skor literasi fintech
syariah, tersusunnya rencana investasi sederhana, tersedianya checklist kesiapan halal, dan
membaiknya narasi produk halal-ready. Capaian akhir kegiatan tidak hanya dinilai dari jumlah peserta
hadir, tetapi dari perubahan kapasitas mitra yang dapat diverifikasi melalui pretest-posttest, lembar
kerja arus kas, checklist dokumen, dan rencana tindak lanjut setiap usaha.

Nilai pembeda program terletak pada integrasi dua kebutuhan utama mitra dalam satu paket
IPTEKS terapan, Literasi fintech syariah digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan
keuangan, agar mitra tidak hanya mengenal fintech, tetapi mampu mengambil keputusan keuangan
yang aman, rasional, dan sesuai prinsip syariah. Sedangkan pendampingan bisnis halal digunakan
untuk menata dokumen, proses, label, dan narasi produk. Klinik dokumen ini penting karena niat dan
kesiapan UMKM untuk masuk ke sistem halal dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan lingkungan,
kesiapan organisasi, dan tekanan pasar (Fianto et al., 2025; Silalahi et al., 2022). Studi rantai pasok halal
pada UKM juga menekankan pentingnya proses, kemasan, penyimpanan, transportasi, kebijakan
pendukung, dan teknologi yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil (Ardiantono et al., 2024). Pada sisi
digital, teknologi sertifikasi dan rantai pasok halal dapat memperkuat transparansi, tetapi
penerapannya harus mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas pelaku usaha mikro (Karyani et al.,
2024; Vanany et al., 2024).

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Solusi
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Permasalahan prioritas mitra disusun untuk pelaku usaha mikro di Kota Malang. Bidang yang
ditangani meliputi manajemen usaha, literasi investasi digital syariah, legalitas halal, dan pemasaran
produk halal-ready. Fokus ini sesuai dengan karakter mitra produktif secara ekonomi. Dalam hal ini,
tim mengidentifikasi empat permasalahan utama yang meliputi, literasi investasi financial technology
syariah masih rendah, kesiapan dokumen halal belum tertata, manajemen keuangan dan pemasaran
halal-ready belum kuat, serta pendampingan berkelanjutan masih terbatas. Maka dari itu, Solusi
kegiatan disusun dengan prinsip tepat masalah, tepat metode, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh
mitra. Program tidak menjanjikan sertifikat halal langsung terbit karena keputusan sertifikasi berada
pada kewenangan BPJPH dan lembaga terkait. Kontribusi program berada pada peningkatan kapasitas
mitra, penataan dokumen, perbaikan praktik manajemen, dan kesiapan usaha untuk masuk ke proses
bisnis halal secara bertahap.

Adapun solusi yang ditawarkan meliputi empat solusi utma yaitu, Solusi pertama adalah
pelatihan literasi investasi fintech Syariah yang mencakup materi tentang ekosistem fintech syariah,
legalitas penyelenggara, akad dasar, risiko investasi digital, ciri investasi ilegal, biaya layanan, manfaat,
dan simulasi pemeriksaan legalitas platform. Materi ini disusun agar mitra tidak hanya mengenal
fintech, tetapi mampu mengambil keputusan keuangan yang aman, rasional, dan sesuai prinsip
syariah. Penekanan pada literasi, risiko, dan adopsi fintech sesuai dengan temuan penelitian tentang
perkembangan fintech Islam dan faktor adopsinya (Alshater et al., 2022; Maniam, 2024; Marhadi et al.,
2024).

Solusi kedua adalah pelatihan pencatatan arus kas dan rencana investasi syariah. Mitra
menggunakan lembar kerja sederhana untuk memisahkan uang usaha dan uang pribadi, menghitung
kebutuhan modal, menilai kemampuan cicilan atau bagi hasil, serta menyusun rencana penggunaan
dana. Tahap ini dirancang karena literasi keuangan Islam dan inklusi keuangan Islam berhubungan
dengan penguatan kinerja UMKM dan keberlanjutan usaha (Masrizal et al., 2025; Mujiatun et al., 2023).

Solusi ketiga adalah klinik dokumen halal. Tim mendampingi 10 mitra untuk memetakan
kelayakan produk, memeriksa NIB, menyusun daftar bahan, memetakan pemasok, menyusun alur
produksi, meninjau label, menyiapkan foto produk, dan mengarsipkan dokumen digital. Klinik
dokumen ini penting karena niat dan kesiapan UMKM untuk masuk ke sistem halal dipengaruhi oleh
pengetahuan, dukungan lingkungan, kesiapan organisasi, dan tekanan pasar (Fianto et al., 2025;
Silalahi et al., 2022; Widiyanti et al., 2026).

Solusi keempat adalah perbaikan narasi pemasaran halal-ready. Mitra dibantu menyusun
deskripsi produk, informasi bahan, foto produk, dan narasi promosi yang tidak menyesatkan. Produk
yang belum memiliki sertifikat halal tidak ditulis sebagai produk halal, tetapi diarahkan sebagai
produk yang sedang menata kesiapan bisnis halal. Capaian ini relevan dengan temuan bahwa
sertifikasi halal, ketahanan rantai pasok halal, keunggulan kompetitif, integritas halal, dan orientasi
halal berperan dalam penguatan kinerja dan strategi implementasi Halalan Tayyiban pada UMKM
(Kristanto & Kurniawati, 2025; Susiang et al., 2024).

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipatif berbasis siklus
baseline, intervensi, penerapan IPTEKS, pendampingan, evaluasi, dan keberlanjutan. Kegiatan
dilaksanakan selama empat bulan dengan sasaran 5 pelaku usaha mikro. Setiap tahap menghasilkan
bukti kerja berupa daftar hadir, instrumen pretest-posttest, lembar kerja mitra, checklist halal,
dokumentasi, dan laporan evaluasi. IPTEKS yang diimplementasikan berupa Halal and Sharia Fintech
Literacy Kit. Kit ini merupakan paket pendampingan praktis berbasis modul cetak dan digital untuk
membantu 5 pelaku usaha mikro mengambil keputusan investasi secara hati-hati, menata arus kas,
memeriksa legalitas fintech syariah, dan menyiapkan dokumen menuju bisnis halal berkelanjutan.
Spesifikasi awal kit adalah modul 20 sampai 30 halaman, checklist satu sampai dua halaman per
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produk, lembar kerja arus kas bulanan, template rencana investasi sederhana, instrumen evaluasi, dan
video singkat dokumentasi kegiatan.

Program ini akan diimplementasikan melalui empat tahap, yang meliputi sosialisasi, pelatihan,
penerapan teknologi, serta pendampingan dan evaluasi. Pada tahap sosialisasi tim melakukan
koordinasi dengan mitra, komunitas UMKM, dan perangkat pendukung di Kota Malang. Tim
menetapkan 5 pelaku usaha mikro sebagai mitra sasaran berdasarkan kesesuaian produk, kesiapan
mengikuti kegiatan, dan kebutuhan pendampingan. Pemetaan awal mencakup jenis produk, status
NIB, kesiapan dokumen halal, pola pencatatan keuangan, penggunaan layanan keuangan digital, serta
kanal pemasaran yang digunakan mitra. Adapun profil ke-5 mitra yang yag terpilih adalah sebagai
berikut:

Table 1.

Tabel Profil Mitra
Nama Nama Usaha Produk Utama Lama Waktu Usaha
Chairul Yudha FulMount Nasi Madura dan Susu >5tahun
Irawan Pasteurisas
Nabila NBL Cokies Cookies dan dimsum <6 bulan
Nurma yuniarti Danisha Snack Makanan ringan 3-5 tahun
Retno Dwi Dapur Sedap Makanan ringan: kacang telor 1-2tahun
kesumawati crispy,keripik usus krispy.
Sabila Ayse Kue kering 1-2 tahun

Source: diolah oleh peneliti, 2026

Kemudian pada tahap pelatihan, akan dilakukan tiga pelatihan utama yang meliputi, pelatihan
yang membahas literasi investasi fintech syariah, legalitas penyelenggara, akad, risiko, biaya, dan ciri
investasi illegal; Pelatihan kedua membahas pencatatan arus kas, rencana investasi sederhana, dan
penguatan manajemen keuangan usaha mikro; serta Pelatihan ketiga membahas kesiapan bisnis halal,
dokumen usaha, daftar bahan, pemasok, alur produksi, label, dan narasi produk halal-ready. Adapun
pada tahap penerapan teknologi, tim menerapkan Halal and Sharia Fintech Literacy Kit sebagai
perangkat kerja mitra. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan teknologi halal yang terjangkau bagi
UKM serta kebutuhan transparansi dokumen dalam rantai pasok dan sertifikasi halal (Ardiantono et
al., 2024; Karyani et al., 2024; Vanany et al., 2024). Terakhir pada tahap pendampingan dan evaluasi
yang dilakukan melalui klinik tatap muka dan grup komunikasi daring. Klinik digunakan untuk
memeriksa NIB, daftar bahan, alur produksi, label, foto produk, dan akun SIHALAL. Evaluasi
dilakukan melalui pretest-posttest, penilaian checklist, pemeriksaan lembar kerja arus kas, dan catatan
perubahan tiap mitra. Hasil evaluasi disusun sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut.

Hasil dan Pembahasan
Hasil

Kegiatan pengabdian diawali dengan observasi dan pemetaan kondisi awal terhadap pelaku
usaha mikro di Kota Malang. Dari hasil pemetaan dipilih lima pelaku usaha yang paling sesuai sebagai
mitra berdasarkan kesesuaian jenis produk, kesiapan mengikuti program, dan kebutuhan
pendampingan. Hasil survei awal menunjukan bahwa masih relatif rendahnya tingkat pemahaman
fintech Syariah mitra. Pemahaman terhadap konsep dasar ffintech Syariah memperoleh nilai rata-rata
sebesar 2,00 dari skala 5 atau setara dengan 40%. Sementara, pemahaman terkait perbedaan fintech
Syariah dan fintech konvensional mendapat nilai rata-rata 2,40 atau 48%, sedangkan pemahaman
terkait manfaat fintech syriah bagi pelaku usaha hany mencapai 1,60 atau 32%. Kemampuan mitra
dalam membedakan investasi, pembiayaan, pinjaman online, crowdfunding, dan peer-to-peer
financing Syariah juga masih terbatas, dengan nilai rata-rata 2,00 atau 40%.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa permasalahan yang dialami mitra tidak hanya sekadar
berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai istilah fintech Syariah, tetapi juuga menyangkut
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kemampuan pemahaman fungsi dan karakteristik layanan keuangan digital yang relevan dengan
kebutuhan usaha. Hal ini menjadi penting, terlebih di era sekarang ketika pelaku usaha dihadapkan
dengan berbagai pilihan layanan keuangan digital yang memiliki karakterristik, risiko, biaya, dan
mekanisme yang berbeda. Maka dari itu, peningkatan literasi tidak lagi hanya cukup dilakukan melalui
pengenalan konsep saja, tetapi perlu diarahkan pada kemampuan mitra dalam melakukan identifikasi,
membandingkan, dan mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan kondisi usahanya.

Pada aspek tingkat kemampuan mengenali legalitas dan risiko layanan fintech dari peserta juga
relative rendah, dimana pada penilaian indikator tersebut nilai rata-rata peserta hanya mencapai 36,6%.
Kondisi ini menunjukan adanya kebutuhan untuk memperkuat kemampuan mitra dalam melakukan
pemeriksaan terhadap legalitas penyelenggara sebelum menggunakan lanyanan keuangan digital.
permasalahan tersebut menjadi dasar ppelaksanaan materi terkait mengenai legalitas penyelengara,
akad, risiko, investasi digital, biaya layanan, karakteristik investasi illegal, serta simulasi pemeriksaan
legalitas platform.

Pemetaaan awal juga dilakukan pada kesiapan mitra dalam membangun bisnis halal. Hasil
pemetaan menunjukan bahwa pemahaman mitra terkait pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner
memperoleh nilai rata-rata, 2.60 dari skala 5 atau seekitar 52%, dan kesiapan Dokumen halal berada
pada angka 48%. Adapun dokumen yang menjadi perhatian dalam pembimbingan meliputi NIB, data
produk, daftar bahan, pemasok bahan, alur produksi, foto produk, label, dan akun SIHALAL. Tingkat
kesiapn yang rendah menunjukan bahwa persoalan sertifikasi halal pada usaha mikro tidak hanya
bergantung pada keinginan untuk memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga berkaitan dengan kesiapa
administrative dan operasional usaha. Maka dari itu, program ini tidak diarahkan untuk sekadar
memberikan informasi terakait kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga memberikan pendampingan
dalam mengidentifikasi dokumen dan informasi yang perlu disiapkan oleh masing-masing mitra.

Berdasarkan konsdisi awal tersebut, maka dilakukan intervensi melalui beberapa kegiatan yang
saling berkaitan, yaitu pertama pelatihan literasi fintech Syariah dengan materi yang mencakup
ekosistem fintech Syariah, legalitas penyelengara, akad dasar, risiko investasi digital, ciri investasi
illegal, biaya layanan, manfaat fintech, dan simulasi pemeriksaan legalitas platform. Kedua pelatihan
pencatatan arus kas dan penyususnan rencana investasi Syariah sederhana. Pada tahap ini, mitra
diarahkan untuk memisahkan keuangan usaha dan pribadi, mengidentifikasi kebutuhan modal,
menilai kemampuan pembayaran atau skema bagi hasil, serta menyusun rencana penggunaan dana.
Ketiga intervensi dilakukan melalui klinik dokumen halal untuk mendampingi mitra memetakan
kelengkapan dokumen usaha dan produk, termasuk NIB, daftar bahan, pemasok, alur produksi, label,
foto produk, serta dokumen digital yang diperlukan. Terakhir intervensi diarahkan pada penguatan
narasi pemasaran halal-ready, dengan menekankan bahwa produk yang belum memperoleh sertifikasi
halal tidak boleh dikomunikasikan sebagai produk halal. Integrase keempat intervensi tersebut
menunujukan bahwa program program tidak menempatkan literasi fintech Syariah dan bisnis halal
sebagai dua kegiatan yang terpisah, dimana literasi keuangan diarahkan untuk memperkuat
pengambilan keputusan usaha, sedangkan pendampingan halal diarahkan untuk memperkuat aspek
legalitas, proses, dokumentasi, dan komunikasi produk.

(W

Gambar 1.
Kegiatan pelatihan literasi fintech syariah, pencatatan arus kas dan

penyususnan rencana investasi Syariah sederhana
Source: Dokumentasi oleh peneliti 2026
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Untuk mengetahui perubahan kapasitas mitra setelah mengikuti kegiatan, dilakukan pengukuran
menggunakan instrumen pre-test dan post-test dengan skala Likert 1-5. Pengukuran mencakup
pemahaman konsep dasar fintech syariah, kemampuan membedakan fintech syariah dan
konvensional, pemahaman manfaat fintech syariah, kemampuan membedakan berbagai layanan
keuangan digital, serta kemampuan mengenali risiko dan legalitas penyelenggara dengan hasil sebagai
barikut:

Table 2.
Tabel Evaluasi Sebelum dan Sesudah Inervensi
No Indikator Sebelum Sesudah
1 Pemahaman konsep dasar fintech syariah 40% 88%
2 Pemahaman perbedaan fintech syariah dan konvensional 48% 92%
3 Pemahaman manfaat fintech syariah bagi usaha 32% 92%
4 Kemampuan membedakan layanan keuangan digital 40% 96 %
5 Pemahaman legalitas dan investasi ilegal 36,6% 84%
6 Pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner 52% 92%
7 Kesiapan dokumen Halal 48% 88%

Source: data diolah oleh peneliti, 2026

Hasil evaluasi menunjukan sete;ah mengikuti kegiatan terjadi peningkatan pemahaman pada
seluruh indikator literasi fintech syariah. Pemahaman mitra pada konsep dasar fintech Syariah
meningkat dari 40% menjadi 88% atau terjadi peningkatan sebesar 48%. Adapun pada kemampuan
mitra membedakan fintech Syariah dan konvensional juga meningkat dari sebelumnya 48% menjadi
92% atau meningkat sebesar 44% poin. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman mitra terkait
manfaat fintech bagi usaha yaitu meningkat sebesar 60% dari yang sebelumnya 32% menjadi 92%. Hasil
tersebut menunjukan terjadinya peningkatan pemahaman yang relatif besar mengenai relevansi
fintech Syariah terhadap kebutuhan usaha. Selanjutnya kemampuan mitra dalam membadakan
layanan meningkat dari 40% menjadi 96%, dan pemahaman mengenai legalitas dan investasi illegal
meningkat dari 36,6% menjadi 84%. Adapun jika dihitung berdasarkan rata-rata dari kelima indikator
skor pemahaman meningkat dari 39,3% pada pre-test menjadi 90,4% di post-test. Jadi, secara
kesuluruhan dari kelima indikator yang mewakili literasi fintech Syariah menunjukan pola
peningkatan setelah dilakukan intervensi.

Pada aspek bisnis halal, perubahan kapasistas mitra diukur melalui pemahaman mengenai
pentignya sertifikasi halal dan kesiapan dokumen pendukung. Sebelumnya, pada kondisi awal
pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal hanya mencapai 52%, sedangkan kesiapan
dokumen halal sebesar 48%. Adapun setelah menerima pendampingan baik melalui pelatihan dan
klinik halal, mitra tidak hanya diarahkan pada perubahan pemahaman, tetapi juga pada bukti kerja
berupa checklist dokumen halal, sehingga mitra dapat mencapai kondisi dokumen yang siap unggah
atau memiliki rencana tindak lanjut sesuai tingkat kelayakan usaha. Setelah dilakukan intervensi, hasil
evaluasi menunjukan terjadi peningkatan pada dua indikator yang diukur. Pemahaman terkait
pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner meningkat sebesar 40% dari 52% menjadi 92%.
Sementara itu, kesiapan dokumen halal meningkat dari 48% menjadi 88%. Hal ini menunjukan bahwa
setelah mengikuti kegiatan, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentinngnyya
sertifikasi halal dan memiliki kesiapann yang lenih tiinggi dalam menyiapkan dokumen pendukung
sertifikasi halal. Hal ini relevan dengan kondisi awal mitra yang sebelumnya masih menghadapi
keterbatasan dalam penataan dokumen seperti NIB, data produk, daftar bahan, pemasok bahan, alur
produksi, foto produk, label, dan akun SIHALAL.

Pembahasan
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Fintech merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan yang menghasilkan
berbagai produk, layanan, serta model bisnis baru. Fintech diklasifikasikan kedalam beberapa kategori
seperti sistem pembayaran, pendukung pasar, pengelolaan investasi dan risiko, layanan pinjaman dan
pembiayaan, penyediaan modal, serta layanan keuangan lainnya (Ardiansyah & Susetyo, 2025). Salah
satu bentuk inovasi fintech adalah fintech syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah islam.
Berkembangya fintech Syariah tidak lepas dari aspek literasi, kepatuhan syariah, perlindungan
konsumen, dan inklusi keuangan (Alshater et al., 2022; Maniam, 2024). Pada praktiknya fintech syariah
memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi pelaku usaha. Di
Indonesia literasi keuangan Islam, inklusi keuangan Islam, dan komunikasi pemasaran berkaitan
dengan kinerja UMKM serta akses layanan keuangan yang lebih produktif (Masrizal et al., 2025;
Mujiatun et al., 2023). Akan tetapi, tingkat literasi Syariah di Indonesia masih relatif rendah, khususnya
dikalangan pelaku usaha mikro di Kota Malang. Selain itu, dari sisi kepatuhan Syariah, tidak sedikit
pelaku usaha mikro di Kota Malang yang belum memiliki sertifikasi halal bagi produk-produknya.
Padahal pada praktiknya sertifikasi halal dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan
konsumen, dan memperkuat daya saing pelaku UMK (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,
2025). Menidaklanjuti masalah tersebut perlu sebuah rancangan program pelatihan literasi fintech
syariah dan pembimbingan sertifikasi halal yang disusun dari kebutuhan riil mitra, data regulasi, dan
bukti empiris yang relevan.

Hasil evaluasi program menunjukan setelah mengikuti program terjadi peningkatan pemahaman
peserta pada kesuluruhan indikator literasi fintech Syariah. Dari lima indikator rata-rata capaian
meningkat sebesar 51,08% dari 39,32% pada pre-test menjadi 90,40% di post-test. Peningkatan
pemahaman terrsebut, mencakup pemahaman konsep dasar fintech Syariah, perbedaan fintech syariah
dan konvensional, manfaat fintech syariah bagi usaha, kemampuan membedakan layanan keuangan
digital, serta pemahaman legalitas dan investasi ilegal. Kondisi ini menunjukan bahwa sebelum
mengikuti program, pemahaman peserta masih tergolong rendah, dimana rata-rata peserta belum
sepenuhnya mampu menghubungkan fintech syriah dengan kebutuhan usaha yang ditujukan oleh
skor pemahaman konsep dasar fintech sebesar 40% dan pemahaman manfaat fintech Syariah bagi
usaha sebesar 32%. Hal ini sesuai dengan kondisi literasi fintech Syariah di Indonesia yang dicatat oleh
SNLK 2025 yakni sebesar 43,42% dan inklus keuangan Syariah sebesar 13,41%. Temuan ini juga sejalan
dengan Alshater et al. (2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan persoalan
regulasi merupakan hambatan dalam perkembangan Islamic FinTech.

Setelah dilakukan intervensi, peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman terkait manfaat
fintech Syariah bagi usaha, yaitu sebesar 60% dari 32% menjadi 92%, dan kemampuan membedakan
layanan layanan keuangan digtal meningkat dari 40% menjadi 96%. Hasil tersebut menunjukan bahwa
pendekatan Pembelajaran yang menghubungkan fintech Syariah dengan kebutuhan usaha membantu
peserta memahami manfaat dan karakteristik layanan secara lebih konkret. Hal ini sejalan dengan
Mujiatun et al. (2023) dan Nadziroh et al. (2023) yang menunjukkan keterkaitan antara literasi dan
inklusi keuangan Islam dengan kinerja UMKM. Sementara itu, pemahaman pemahaman mengenai
legalitas dan investasi illegal meningkat dari 36,6% menjadi 84% menjadikannya capaian terendah
pada post-test, sehingga aspek tersebut mesih perlu penguatan melalaui latihan dan pendampingan
berkelanjutan terlebih ketika maraknya kasus penipuan investasi di era sekarang.

Pada apek bisnis halal, rata-rata dari kedua indikator yang diukur meningkan sebesar 40% yakni
pemahaman mengenai pentingnya serfikiasai halal bagi usaha meningkat dari 52% menjadi 92% dan
kesiapan dokumen halal meningkat dari 48% menjadi 88%. Peningkatan tersebut menunjukan bahwa
kegiatan tidak hanya memperkuat kesadaran peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal, tetapijuga
meningkatkan kesiapan administratif usaha. Temuan ini sejalan dengan Rahayu et al. (2023) yang
menempatkan sertifikasi halal dalam konteks kepatuhan regulasi, kepercayaan konsumen, dan
keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki dimensi yang lebih luas dari hanya
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sekadar pemenuhan administrative, karena dapat menjadi bagian dari penguatan posisi usaha dalam
ekosistem bisnis halal. Selain itu, kondisi tersebut juga mengindikasikan intervensi yang dilakukan
melalui klinik halal mulai mengubah pengetahuan menjadi kesiapan praktis. Artinya, pendampingan
tidak hanya memberikan informasi mengenai sertifikasi halal, tapi juga membantu mitra
mengidentifikasi dokumen yang perlu dipersiapkan, seperti NIB, data produk, daftar bahan, pemasok,
alur produksi, foto produk, label, dan akun SIHALAL. Namun, peningkatan kesiapan tersebut tidak
dapat diartikan bahwa seluruh peserta telah memperoleh sertifikat halal, karena hal tersebut hanya
merupakan fondasi awal, sedangkan proses sertifikasi tetap membutuhkan tahapan administratif dan
verifikasi lebih lanjut. Hal ini karena niat dan kesiapan UMKM untuk masuk ke sistem halal
dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan lingkungan, kesiapan organisasi, dan tekanan pasar (Fianto
et al., 2025; Silalahi et al., 2022; Bastomi, 2026).

Secara kesuluruhan, rata-rata dari seluruh indikator yang diukur mengalami peningkatan sebesar
47,93% yaitu dari 42,36% menjadi 90,29%. Integrasi dari kedua aspek menjadi relevan karena
ppenguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi keuangan, tetapi juga
membutuhkan kesaiapan legalitas dan pengelolaan bisnis halal. Literasi fintech diarahkan untuk
membantu peserta memahami pilihan layanan keuangan digital, legalitas, akad, risiko, dan
manfaatnya bagi usaha, sedangkan pendampingan halal diarahkan pada penataan dokumen, proses
produksi, label, dan komunikasi produk. Dengan demikian integrasi aspek keuangan, legalitas, dan
kapasitas manajemen memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemberdayaan usaha
mikro. Meski menunjukan peningkatan yang cukup besar, hasil kegiatan perlu dipahami dengan
mempertimbangkan keterbatasannya yaitu jumlah peserta yang relatif kecil membuat hasil tdak dapat
digeneralisasikan kepada seluruh pelaku usaha mikro di Kota Malang. Selain itu, desain pre-test-post-
test terutama menunjukkan perubahan pemahaman dalam jangka pendek dan belum dapat
membuktikan perubahan perilaku usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberlanjutan
program perlu diarahkan pada monitoring pascakegiatan, terutama terhadap penyelesaian dokumen
halal, pengajuan sertifikasi, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memilih layanan fintech.
Dengan demikian, keberhasilan program selanjutnya tidak hanya dinilai dari peningkatan skor
pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan peserta menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik
usaha.

Simpulan dan Rekomendasi

Dewasa ini ekosistem keuangan sayariah dan bisnis halal tengah mulai berkembang, walau begitu
indeks literasi keuangan Syariah dan kepemilikan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro
khusnyya di Kota Malang masih tergolong rendah. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah
program pelatihan literasi fintech Syariah dan klinik halal disusun dengan melibatkan lima pelaku
usaha mikro di Kota Malang sebagai mitra. Program ini diimplementasikan melalui empat tahap, yaitu
sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, serta pendampingan dan evaluasi. Hasil Evaluasi pasca
penerapan program secara keseluruhan menunjukan adanya peningkatan pemahaman mitra terkait
fintech Syariah yang mencakup pemahaman konsep dasar fintech Syariah, perbedaan fintech syariah
dan konvensional, manfaat fintech syariah bagi usaha, kemampuan membedakan layanan keuangan
digital, serta pemahaman legalitas dan investasi illegal.

Terdapat peningkatan pemahaman mitra terkait bisnis halal yang mencakup pentingnya
serfikiasai halal bagi usaha dan kesiapan dokumen halal. peningkatan terbesar terjadi pada
pemahaman terkait manfaat fintech Syariah bagi usaha. Sementara itu, pemahaman pemahaman
mengenai legalitas dan investasi illegal menjadi capaian terendah. Kondisi ini menunjukan bahwa
pendekatan pembelajaran yang menghubungkan fintech Syariah dengan kebutuhan usaha membantu
peserta memahami manfaat dan karakteristik layanan secara lebih konkret. Integrasi dari kedua aspek
menjadi relevan karena penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi
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keuangan, tetapi juga membutuhkan kesaiapan legalitas dan pengelolaan bisnis halal. Literasi fintech
dapat untuk membantu mitra memahami pilihan layanan keuangan digital, legalitas, akad, risiko, dan
manfaatnya bagi usaha, sedangkan pendampingan halal diarahkan pada penataan dokumen, proses
produksi, label, dan komunikasi produk.

Meski menunjukan peningkatan yang cukup besar, hasil kegiatan perlu dipahami dengan
mempertimbangkan keterbatasannya. Jumlah peserta yang relatif kecil membuat hasil tdak dapat
digeneralisasikan kepada seluruh pelaku usaha mikro di Kota Malang. Selain itu, desain pre-test-post-
test terutama menunjukkan perubahan pemahaman dalam jangka pendek dan belum dapat
membuktikan perubahan perilaku usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk memastikan
keberlanjutan program, pascakegiatan diharapkan mitra dapat menerapkan pengehatuan yang telah
didapatkan selama pelatiha, terutama penyelesaian dokumen halal, pengajuan sertifikasi, dan
penerapan prinsip kehati-hatian dalam memilih layanan fintech. Disarankan bagi peneliti selanjutnya
untuk melibatkan lebih banyak mitra dan periode pendampingan yang lebih panjang agar perubahan
kapasitas dan penerapan pengetahuan dapat diamati secara lebih komprehensif. Evaluasi selanjutnya
juga dapat menggunakan indikator yang tidak hanya mengukur perubahan pengetahuan melalui pre-
test dan post-test, tetapi juga mengukur perubahan perilaku dan dampak nyata terhadap usaha, seperti
kualitas pencatatan keuangan, pemanfaatan fintech syariah, penyelesaian sertifikasi halal, omzet, akses
pembiayaan, dan keberlanjutan usaha.
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